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Tanah merupakan tempat berpijak, bercocok tanam, perumahan, irigasi,
sekolah, jalan umum, perkantoran dan tempat tumpuan bagi manusia.
Diera sekarang, keterbatasan lahan tanah akibat pembangunan semakin
pesat. Banyaknya bangunan yang dibangun di atas tanah konflik sehingga
dibutuhkan suatu peraturan yang mendasar terhadap pelaksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan
melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi setiap individu dan
badan untuk dapat memiliki dan menguasai sebidang tanah. Pelaksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota
Makassar pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah atas pemerintah
daerah melalui panitia pengadaan tanah yang bertugas untuk
menginvestigasi atas tanah bangunan serta tanah dan benda-benda lain
serta pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah
dilakukan secara musyawarah.

Kata Kunci : Pengadaan, Tanah

The land is a beachhead, farming, housing, irrigation, schools, public
roads, offices and the essential part for the human. In this era, that lack of
land due to the development is increasing rapidly. Many buildings built on
land conflict need a legal standing to implement land acquisition program
Jor public purposes development and it will protect and give legal
certainty to individuals and entities to own and control the land plot.
Implementation of the land acquisition for the construction of public
interest in the city of Makassar is basically done by the government down
to local government through the land procurement committee to
investigate the above-ground buildings and land and other objects, as well
as the provision of compensation to the holders of land rights that is held
by consensus.
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